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A.   PENDAHULUAN 
Dalam era globalisasi tidak ada lagi yang namanya ekonomi nasional murni.  Bagian dunia 
yang selama ini bersekat-sekat, sudah menjadi kawasan tanpa batas.  Dunia luas terlalu rumit untuk 
diabaikan baik dari aspek lingkungan sosial ekonomi, politik dan aspek lain yang terikat kuat dengan 
tatanan kehidupan makhaluk hidup dimuka bumi ini.   
Dampak globalisasi telah sama-sama kita rasakan dalam kancah Krisis ekonomi yang diawali 
dengan krisis moneter pertengahan tahun 1997.  Dampak krisis masih dirasakan hingga saat ini.  
Berbagai perubahan telah membawa serta ke kondisi yang membingungkan, cara kerja, gaya hidup, 
konflik sosial, ekonomi,politik, bahkan berbagai aspek kehidupan (termasuk tata nilai) merubah 
keadaan kedalam ketidak pastian. Semangat reformasi dikumandangkan dengan segudang janji dan 
harapan, keyakinan dan tekad bangkit dengan nuansa baru menuju kebebasan, keadilan, 
kepercayaan, bermartabat dan bersama membangun negeri, juga tidak melihatkan jati diri.  
Semuanya itu telah tertuang dalam semangat Visi, Misi dan Strategi.  Suatu pertanyaan yang 
mengusik adalah “Sudahkah kita memnuhi janji-janji pada negeri ?” 
 Suatu kenyataan paling gegap gempita dalam zaman kita sekarang yang terguncang oleh 
sentuhan-sentuhan menusuk jauh ke dalam sanubari , kedalam keluh kesah jutaan anak manusia.  
Banyak yang letih dan papa, tidak sedikit yang memekik ditimpa bencana, lupa pada bekas luka-luka 
lama, luka dari kita, kita anak-anak reformasi.  Awan hitam masih saja bersahaja menutupi negeri 
ini.  Tidakkah kita mampu lagi merasakan bisikan sanubari setiap insan yang senantiasa menanyakan 
dirinya sendiri, tidak saja tentang hari ini, tapi junga hari esok, lusa dan seterusnya…?  Apakah 
mereka masih hanya menghitung jari, merengkuh hari-hari menyelusuru jalan tak bertepi…?  Yang 
dibutuhkan, bukan suara lantang menepuk dada dihadapan kerangka lusuh tak bergizi, berbagai 
penyakit yang mewabah, diterik matahari dan hujan lebat yang resah.  Tuna rungu, tuna netra, tuna 
aksara duafah, tuna susila dan berbagai tuna yang merongrong martabat berbangsa.  Tidakkah 
hakekatnya mereka lebih mulia dari ikan tuna yang konon sudah langka dan terangkat derajadnya, 
hingga menjadi sumber sengketa..?. 
Manusia digiring berlomba mengejar peradaban tol (era globalisasi), sementara dirinya 
sendiri sudah terbungkuk dan sekarat menata kehancuran habis-habisan.  Kemiskinan, 
pengangguran, konflik, terror, eksploitasi tetap subur dibumi pertiwi ini. 
Miskin tidak dengan sendirinya ingin kerja, mereka butuh makan dan atap untuk berteduh.  
Si miskin paling mengerti bahwa kerja hanyalah alat untuk mendapatkan ini.  Sering kali orang dapat 
menanam pangannya sendiri dan membangun rumah sendiri atau sekurang-kurangnya memberikan 
sumbangan terhadap proses untuk itu, yang mampu membantu sesama secara lebih efektif, 
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terhadap hak yang sama dalam kekerabatan dusun kecil yang bermartabat.  Tidakkah ini lebih 
penting dari GNP…?  
Berapa banyak orang dari negeri-negeri kecil sederhana dengan kerjanya telah 
menyumbang banyak pada produksi..?  Sudah wajarkah jumlah uang yang dibayar dari mekanisme 
pasar terhadap jumlah waktu keseluruhan individu bekerja…?  Jumlah uang yang sedikit diterima 
manusia paling miskin adalah suatu yang vital bagi kelangsungan hidupnya, baik dalam produksi, 
distribusi maupun dalam lingkup jutaan orang yang menganggur.  Apakah kita tetap memaksa 
simiskin harus siap bersama-sama membungkukkan badan di garis start dalam suatu peradaban 
baru…?  Ataukah kita memang sudah berbeda tujuan dalam mencapai masa depan…? 
Peradaban meminta perhatian bahwa fokus utama pada kemiskinan, pengangguran dan 
ketidak berdayaan.  Bencananya tetap pada kekuatan dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari 
cara berpikir tentang penilaian kemiskinan di planet ini, melalui kebutuhan absolute yang 
dipatokkan atau dikenal dengan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM).  Untuk memecahkan dilema  yang 
disengaja oleh politikus yang ekonomis, Pengambil kebijakan hanya cukup melihat kemampuan 
melampauan KFM atau UMR di masing-masing regionalnya “Sudah manusiawikah kita…?” 
Globalisasi dan pasar bebas senantiasa digembar gemborkan sebagai suatu keharusan, 
untuk mencapai efisiensi ekonomi global.  Globalisasi tentulah dapat bertabrakan dengan 
nasionalisme.  Bila globalisasi menuntut pengorbanan-pengorbanan tidak fair terhadap kepentingan 
nasional masing-masing Negara, apalagi dengan negeri kecil yang tak bergigi, kenapa tidak…. ?  
Tidak saja Indonesia, bahkan dunia, sedang dihadapkan dengan rentetan masalah dan isu 
bencana global yang rumui,  diantaranya :  (1) Pemanasan global dengan menipisnya lapisan ozon; 
(2) Krisis pangan bagi dunia yang menjurus pada kelaparan;  (3) Kelangkaan bahan dasar dan energy; 
(4) kesempatan kerja, pengangguran dan kemiskinan; (5) Pengembangan SDA dan benturan 
terhadap tata lingkungan; (6) Kesukaran-kesukaran mengembangkan industry yang ramah 
lingkungan; (7) Impact ledakan teknologi; (8) Ketimpangan neraca pembayaran perdagangan 
internasional; (9) Krisis keuangan dunia dan inflasi, inplisit masalah-masalah yang dibawakan oleh 
perusahaan-perusahaan multinasional. 
Sebagian dari masalah-masalah yang dikemukakan diatas tidaklah berdiri sendiri, akan 
tetapi saling terkait satu dengan lainnya dalam multiplier effect yang nyata, karena bumi juga 
memiliki keterbatasan dan mempunyai ekosistem untuk kestabilannya.  Aspek lingkungan tidak lagi 
hanya masalah ilmiah dan masalah perencanaan, tetapi terbuka kemungkinan untuk membawa 
lingkungan hidup ke dalam arus kebijaksanaan (policy).  Timbul pertanyaan, apakah peranan 
lingkungan hidup dalam kebijkasanaan pembangunan ?   
Pembangunan mengandung dalam dirinya unsur perubahan besar: perubahan struktur 
ekonomi, perubahan struktur social, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi, perubahan 
sumber alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi, perubahan kebudayaan dan system nilai.  
Perubahan semua ini dapat terjadi karena proses pembangunan.  Perubahan juga memperlebar 
kerawanan yang out come pembangunan menjadi tidak bermutu.  Persoalan utama adalah : 
Bagaimana memungkinkan berlangsungnya proses pembangunan yang membawa kelanjutan 
dengan perubahan (continuity with change). Kelanjutan diperlukan untuk menjamin 
kesinambungan. Perubahan diperlukan karena menyertai pembangunan, dan pembangunan 
diperlukan untuk mencapai kesejahteraan.   
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Masyarakat dunia sejak tahun 1970-an secara resmi mulai memberikan perhatian yang 
besar pada masalah lingkungan, dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu dapat 
dilihat diantaranya dari Stockholm Conference (1972), Agenda 21 di Rio Earth Summit (1992), dan 
Johannesburg Declaration (2002). Meski komitmen dan perhatian besar telah diberikan pada tingkat 
internasional, namun kondisi lingkungan hidup masih saja memburuk.  Sebagai tahap permulaan di 
Indonesia membentuk Panitia Perumus Kebijaksanaan yang bertugas menyelenggarakan telaahan 
dan merumuskan kebijaksanaan pengembangan lingkungan hidup, yang melibatkan Lembaga Ilmu 
Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Indonesia dalam masa tahun 
1972-1977. 
Pada tahun 1978, tepatnya memasuki Repelita ketiga, Presiden Mandataris MPR 
mengangkat seorang Menteri yang Mengelola Lingkungan Hidup dalam Kabinet Pembangunan III.  
Persoalan yang mendasar dalam merumuskan kebijaksanaan pembangunan Indonesia adalah 
keterbelakangan sosial ekonomi dan kemiskinan.  Oleh sebab itu fokus utama kebijakan 
pembanguna lebih kepada mendobrak keterbelakangan ekonomi dan meletakkan landasan bagi 
pengentasan kemiskinan.   
Pengentasan keterbelakangan dan kemiskinan memerlukan pembangunan.  Pembangunan 
memerlukan sumber daya.  Penggunaan sumber daya secara berlebihan akan memberikan dampak 
merusakan lingkungan.  Pertanyaan  yang timbul : Bisakah Indonesia membangunan tanpa 
kerusakan lingkungan…?  Bisakah Indonesia membangun, sekaligus melestarikan sumber plasma 
nutfah yang bernilai tinggi bagi kehidupan makhluk hidup..? 
Pengalaman pembangunan Negara maju membuktikan bahwa pembangunan memang 
mampu menaikkan pendapatan nasional, tetapi beriringan dengan akibat sampingan berupa 
pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.  Para pengambil kebijakan harus mampu 
melaksanakan dua hal, yaitu : pertama, mengenali hakekat masalah lingkungan  yang relevan 
dengan pembangunan; kedua, merumuskan kebijaksanaan pembangunan dengan 
mempertimbangkan aspek lingkungan.  Kedua aspek ini menjuruskan kepada pola berpikir yang 
mampu melahirkan kebijaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.  
Pembangunan perlu adanya jaminan agar supaya dalam memenuhi kebutuhan sekarang, 
kita tidak akan mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.  
Pembangunan ekonomi tidak berdiri sendiri, tetapi multi sector, bahkan multi dimensional yang 
terintegrasi satu sama lainnya.  Pembangunan suatu Negara juga tak bisa terpisah dengan 
pembangunan Negara lain, terutama Negara tetangga yang mempunyai keterikatan yang kuat 
dalam banyak aspek.  “Mampukan pembangunan  yang dijalankan menjamin kelangsungan hidup 
secara berkelanjutan, termasuk dalam konteks kelangsungan hubungan Indonesia - Malaysia?” 
 
II.  PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KANCAH DEMOKRASI 
      EKONOMI INDONESIA 
 
Pembangunan berkelanjutan tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan hidup, namun juga 
pembangunan ekonomi dan sosial yang dikenal dengan the living triangle. Tidaklah mungkin 
lingkungan dapat dijaga dengan baik bila kondisi sosial dan ekonomi masyarakat buruk. Oleh 
karena itulah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup kita secara berkelanjutan, 
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pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan juga perlu dilakukan. Tidaklah mungkin 
masyarakat yang untuk hidup saja sulit akan dapat menjaga lingkungannya dengan baik. 
Perhatian dan komitmen yang besar masyarakat internasional pada pembangunan 
berkelanjutan khususnya dari negera maju dalam beberapa conference cukup besar. Namun 
demikian dalam implementasinya ternyata jauh dari harapan. Dapat dilihat bahwa Official 
Development Assistance (ODA) yang diberikan negara maju rata-rata hanya sebesar 0,27% dari 
PDB mereka pada tahun 1995, turun dari 0,34% pada tahun 1992. Pada tahun 2000 didapati 
hanya 4 negara yang menandatangi komitmen ODA memenuhi komitmennya. Hal ini 
mencerminkan bahwa pembangunan berkelanjutan pada tingkat globalpun seringkali hanya 
menjadi retorika politik belaka. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa upaya pembangunan 
berkelanjutan tidak mudah diimplementasikan (Cooper & Vargas, 2004).  
Rendahnya komitmen negara maju dalam memenuhi komitmennya dalam kerangka 
pembangunan yang berkelanjutan tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan rendahnya 
kepentingan negara maju untuk mendukung pembangunan berkelanjutan global. Hal ini tentu 
saja erat kaitannya dengan kalahnya prioritas menjaga lingkungan dengan masalah aktual 
seperti meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi taupun menjaga agar dunia usaha dari 
negaranya yang banyak diwakili oleh TNCs terus berkembang dalam pasar global. Tingginya nilai 
politis dari kepentingan ekonomi jangka pendek tersebut memang akan mudah membuat 
politisi baik dari negara maju ataupun sedang berkembang mengedepankan kepentingan jangka 
pendek. Selain itu bargaining power dari bisnis raksasa di negara maju tentu saja juga besar 
sekali, sehingga akan mampu mendistorsi keputusan yang diambil oleh pejabat publik, dapat 
mengalahkan kepentingan publik dalam jangka panjang. Hal yang sama juga terjadi di negara 
kita, dimana seringkali pengambilan keputusan dibengkokkan oleh kepentingan pemodal yang 
memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sehingga tidaklah mengherankan jika World Trade 
Organization (WTO) yang menawarkan liberalisasi serta akses pasar yang lebih luas, serta 
kadang menawarkan solusi yang lebih menarik/menguntungkan terhadap berbagai isu yang 
sama (terkait dengan isu pembangunan berkelanjutan) dapat menjadi salah satu outlet bagi 
mereka. Oleh karena itu mudah dipahami jika WTO berkembang pesat akhir-¬akhir ini. 
Sementara pembangunan berkelanjutan semakin tenggelam ditengah-tengah berbagai kemelut 
ekonomi yang dihadapi oleh banyak negara, khususnya negara Selatan.   
Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, 
pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama 
dokumen hasil World Summit 2005 menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan 
merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.   
Dalam kontek sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi Indonesia memibaratkan dengan 
dua sisi mata uang, yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Pernyataan ini sesuai dengan 
penjelasan Pasal 33 UUD 1945, di mana disebutkan secara tegas bagaimana demokrasi ekonomi 
Indonesia diselenggarakan. Susunan dan penyelenggaraan perekonomian harus berdasarkan 
asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi penting dan menyangkut hajat hidup orang 
banyak dikuasai negara, dan sumber daya alam dikuasai negara dan semuanya itu dalam 
rangka untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian Pasal 33 yang 
berimplikasi pada sistem ekonomi Indonesia dan dasar demokrasi ekonomi Indonesia. Dalam 
demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau 
penilikan anggota-anggota masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 34 UUD 1945 ditegaskan bahwa 
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.  Artinya Pasal 34 adalah 
tatanan untuk menjamin agar mereka yang tidak beruntung tetap bisa sejahtera.  Dengan 
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demikian cukup jelas bahwa semua Pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945 pada prinsipnya 
adalah bagian dari tatanan-tatanan yang kalau disusun dan diintegrasikan secara benar akan 
menjadi sebuah bangunan sistem ekonomi Indonesia. Dengan kata lain, bangunan demokrasi 
ekonomi harus dirumuskan secara jelas dan tegas, bukan hanya sekedar penjabaran dari 
masing-masing pasal secara terpisah. Padahal, setiap pasal dalam UUD 1945 merupakan 
komponen-komponen tertentu yang membentuk sebuah sistem ekonomi Indonesia.  
Meskipun landasan dan arahan penyelenggaraan kehidupan ekonomi di Indonesia 
sudah jelas, namun implementasinya masih jauh dari yang diharapkan. Salah satu indikatornya 
terlihat dari masih banyaknya pengangguran dan kemiskinan. Harus diakui bahwa sejak 
kemerdekaan sampai sekarang ( 65 tahun), Indonesia masih belum terbebas dari kemiskinan. 
Kemiskinan dan kelaparan masih saja bagian persoalan yang aktual dalam setiap rejim 
pemerintahan. Di mana, kemiskinan hampir tidak membaik selama Orde Lama.  Memang ada 
kecendrungan penurunan di era Orde Baru, tetapi menjadi lebih parah lagi pada awal Orde 
Reformasi. Dan yang lebih penting lagi, sampai saat ini, negara tidak mampu menyantuni orang 
miskin dan anak terlantar, sebagaimana tuntutan UUD 1945. Akibatnya, pengemis dan anak 
jalanan menghiasi hampir setiap sudut kota di Indonesia. Di desa pun masih banyak orang yang 
hidup di bawah kemiskinan.  Suatu fenomena yang menarik adalah hasil-hasil pembangunan 
Indonesia belum mampu memuaskan rakyat, seperti  pengangguran dan kemiskinan yang 
kronis.  Apa yang telah terjadi dari implikasi pembangunan demokrasi ekonomi di Indonesia...? 
Indonesia sudah tiga kali terjadi pergantian rezim.  Yang jelas bahwa setiap pergantian 
rezim justru membuat rangkaian rantai  pembangunan jangka panjang di Indonesia terputus. 
Masa pemerintahan Orde Lama memulai pembangunan ekonominya dengan bekal yang sangat 
terbatas, tekad berdikari dengan membatasi diri dari campur tangan asing. Meskipun begitu, 
pada masa akhir kekuasaannya, Orde Lama justru mewariskan kehancuran ekonomi kepada 
Orde Baru. Hal yang sama juga berlaku untuk Orde Baru. Walaupun pembangunan ekonominya 
jauh lebih baik dari pada Orde Lama, tetapi Orde Baru juga mewariskan kehancuran ekonomi 
kepada Orde Reformasi. Sehingga Orde Reformasi memulai pembangunan ekonominya dari 
situasi yang porak poranda. Jadi, perjalanan ekonomi selama dua rezim pemerintahan selalu 
berakhir dengan kehancuran. Suatu pertanyaan penting adalah : Kenapa telah sekian lama 
membangun, selalu diakhiri oleh kemunduruan ?. Yang demikian ini menjadi penyebab penting 
dari tertinggalnya kemajuan ekonomi  Indonesia dibanding negara-negara lain.   
Ketidak-linieran perjalanan ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang 
diambil oleh setiap rezim pemerintahan. Model kebijakan yang diterapkan  terlalu dipengaruhi 
oleh isu-isu strategis pada jamannya. Rejim Orde Lama misalnya didorong oleh semangat 
nasionalisme yang kuat, kurang bersahabat dengan negara asing, berdiri diatas kaki sendiri, 
semua yang berbau luar negeri dibatasi. Perusahaan asing yang ada di Indonesia banyak yang 
dinasionalisasi. Sebaliknya, rejim Orde Baru sangat pro terhadap asing, sehingga modal asing 
memiliki peranan yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Di samping itu, campur 
tangan penguasa dalam perekonomian sangat kuat sehingga menciptakan pemusatan ekonomi 
pada kelompok-kelompok yang dekat dengan kekuasaan. Sementara itu, kuatnya arus 
globalisasi dan tuntutan demokratisasi politik pada masa reformasi, mendorong pemerintahan 
rezim Reformasi menempuh kebijakan ekonomi yang condong pada semangat neo-liberalisme 
yang mengedepankan peranan pasar dan pemilik modal.   
Semua rezim pemerintahan Indonesia yang berkuasa dengan sadar mendeklarasikan 
bahwa kebijakan yang diambil merupakan implemetasi dari Pancasila dan UUD 1945. 
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Pernyataan itu lebih bersifat politis sehingga sering tidak seirama dengan yang terjadi di 
lapangan. Sebab, nilai-nilai ekonomi yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan 
kebangsaan (nasionalisme) menjadi semakin kabur seiring dengan berjalannya waktu.  Sehingga 
problem mendasar seperti kemiskinan dan pengangguran,belum sepenuhnya terpecahkan, 
ketidak-linieran sejarah perjalanan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan tidak 
konsistennya politik pembangunan Indonesia dari konstitusi dasar negara Indonesia.  
Kesemuanya ini  merupakan fakta sejarah yang perlu disadari dengan baik oleh bangsa 
Indonesia.   
Jika kecenderungan seperti ini dibiarkan, sangat dikhawatirkan perjalanan ekonomi 
bangsa Indonesia berlangsung ke arah yang semakin jauh dari cita-cita pendiri Republik ini. Ini 
artinya, bangsa Indonesia membutuhkan tatanan ekonomi yang berperspektif jauh ke depan 
yang melindungi setiap kepentingan rakyat Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai pijakan 
untuk menyelenggaraan kehidupan ekonomi bangsa, agar perjalanan ekonomi ke depan 
memiliki rangkaian yang tidak terputus-putus.   
Kalaulah boleh saya berpendapat dalam forum ini, bahwa amanat ekonomi dalam 
Pancasila dan UUD 1945 masih sangat umum, sehingga membuka peluang sangat besar 
terjadinya multi tafsir oleh setiap rezim pemerintahan. Sejarah telah membuktikan terjadinya 
penafsiran yang beragam terhadap amanat konstitusi oleh setiap rezim pemerintahan. Lebih 
dari itu, hubungan Pasal-pasal dalam UUD 1945 masih belum terintegrasi secara kokoh untuk 
menjadi bangunan utuh yang memliki keranngka kerja holistik sebagai sebagai suatu sistem 
ekonomi. Oleh karena itu, untuk memberikan landasan yang lebih operasional, maka pasal-pasal 
dalam UUD 1945 perlu diterjemahkan ke dalam sistem ekonomi nasional yang memiliki 
kekuatan mengikat bagi semua penyelenggara negara di masa depan. Di sinilah letak 
strategisnya sistem ekonomi nasional bagi eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan 
negara Indonesia di masa depan.   
III. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KONTEK KELANGSUNGAN 
HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA MALAYSIA 
Pembangunan adalah milik masyarakat (community base development), agenda 
pemulihan ekonomi harus memihak kepentingan masyarakat mewujudkan kesejahteraannya 
secara lebih adil dan lestari. Strategi pemberdayaan masyarakat perlu dipahami dan menjadi 
komitmen segenap komponen masyarakat dalam menyelenggarakan kebijaksanaan ekonomi 
melalui sistem perencanaan pembangunan yang realistis, maupun melalui upaya pemihakan 
kepada ekonomi rakyat yang masih tertinggal dan rawan kondisi krisis.  
Upaya pemberdayaan masyarakat dalam kerangka arah baru pembangunan, merupakan 
perwujudan paradigma pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada manusia (people 
centered sustainable development),  sejalan dengan berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka perlu upaya-upaya nyata pemberdayaan masyarakat 
dan pemerintah daerah melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat dan 
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah.  
Paradigma pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan kapasitas masyarakat 
yang dilakukan melalui pemihakan kepada yang tertinggal, dan dalam konteks pemerintahan 
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berarti pemberdayaan pemerintah daerah yang dilakukan melalui pemantapan pelaksanaan 
otonomi daerah.  Secara umum permasalahan pemberdayaan masyarakat ditinjau dari aspek ekonomi 
adalah:  
(1) Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi untuk memberikan kesempatan 
bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha 
ekonomi kompetitif.  
(2) Kurangnya penciptaan akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi berupa 
kapital, lokasi berusaha/ lahan usaha, informasi pasar, dan teknologi produksi, dan  
(3) Lemahnya kemampuan masyarakat kecil untuk membangun organisasi ekonomi 
masyarakat yang dapat meningkatkan posisi tawar dan daya saingnya. 
 Dari ketiga permasalahan tersebut, masyarakat dihadapkan dengan tantangan utama 
dalam upaya pemberdayaan masyarakat, terutama berkaitan dengan : “Bagaimana membangun 
kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk 
mendapat lapangan  kerja dan  pendapatan yang layak, martabat dan eksistensi pribadi, 
kebebasan menyampaikan pendapat, berkelompok dan  berorganisasi, dan berpartisipasi dalam 
proses pengambilan keputusan publik  ?” 
 Secara khusus untuk mengangkat masalah pemberdayaan ekonomi masyarakat 
tantangan yang dihadapi adalah “ bagaimana memperbaiki iklim ekonomi makro dan kegiatan 
ekonomi riil yang kondusif yang  dapat menjamin kegiatan usaha ekonomi masyarakat lebih 
kompetitif dan menguntungkan yang berkelanjutan ?”.  Hal ini erat kaitannya dengan upaya 
untuk memberikan akses masyarakat ke input sumberdaya ekonomi, pengembangan organisasi 
ekonomi yang dikuasai oleh pelaku ekonomi kecil, dan meningkatkan bantuan fasilitas bantuan 
teknis dan perlindungan bagi usaha masyarakat kecil.  
 Strategi pemberdayaan masyarakat menekankan langkah nyata pembangunan yang 
demokratis, yang berindikasikan proses pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat, yang 
berlangsung melalui serangkaian proses perubahan struktur dengan fungsi yang benar secara 
berkesinambungan. Proses perencanaan pembangunan yang demikian itu ditujukan agar setiap 
anggota masyarakat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, 
dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati. 
Sejalan dengan hal tersebut kebijaksanaan pembangunan ekonomi daerah adalah 
meletakkan masyarakat sebagai pelaku utama. Pembangunan demikian merupakan hal utama 
dalam penajaman arah baru pembangunan seiring dengan agenda reformasi pembangunan, 
yaitu pembangunan ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Penajaman arah baru 
pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 
perkembangan struktur masyarakat yang muncul dan dikembangkan berdasarkan kemampuan 
masyarakat sendiri. Menyadari bahwa potensi dan kemampuan masyarakat yang tidak merata 
maka perlu dirumuskan arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam kerangka pembangunan 
daerah yang dilaksanakan melalui strategi pemberdayaan dan pemihakan menuju masyarakat 




Hubungan antar kegiatan manusia dengan lingkungannya dijembatani oleh pola-pola 
kebudayaan dimiliki manusia (Forde.,1963: 463).  Dengan menggunakan kebudayaan inilah 
manusia beradaptasi dengan lingkungannya dan dalam proses adaptasi tersebut manusia 
memberdayakan lingkungannya untuk tetap melangsungkan kehidupannya (Tax., 1963: 243).  
Masalahnya adalah bagaimana seharusnya dalam kenyataan operasional kebudayaan oleh 
manusia melihat dan menginterprestasikan dirinya dengan dan mendayagunakan lingkungan 
alam dan fisik tempat hidupnya. 
 
Orientasi pembangunan kedua Negara (Indonesia-Malaysia) yang berfokus pada 
kesejahteraan ekonomi (materi) semata memperlebar jurang si kelompok masyarakat kaya 
dengan si miskin dan melahirkan penguasa-penguasa dan pengusaha penguasa.   Meskipun 
kelompok yang diuntungkan relative kecil jumlahnya, namun mereka mampu mengontrol 
kehidupan ekonomi dan politik dalam masyarakat.  
 
Krisis ekonomi yang berlangsung selama ini tidak terlepas dari ulah sistem ekonomi 
konvensional, yang mengedepankan sistem bunga sebagai instrumen provitnya. Berbeda 
dengan apa yang ditawarkan sistem ekonomi syariah, dengan instrumen provitnya, yaitu sistem 
bagi hasil. Sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun 
komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. 
Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang 
memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, 
ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak 
boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi 
seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu 
memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.   
 
Dalam kehidupan bernegara, sistem ekonomi hanyalah salah satu bagian dari totalitas 
sistem (sistem kehidupan bernegara). Artinya, sistem ekonomi harus berdampingan dengan 
sistem politik dan sosial. Meskipun begitu, masing-masing tetap bekerja sesuai dengan prinsip 
masing-masing. Masing-masing memiliki arena yang berdeda, pelaku yang berbeda, dan tujuan 
yang berbeda tapi dalam konteks roh yang sama. Arena ekonomi di pasar, pelakunya produsen 
dan konsumen, dan tujuanya mencari kemakmuran atau kesejahteraan.  
Hingga saat ini, terdapat dua mainstream sistem ekonomi yang diterapkan dalam 
kehidupan, yaitu sistem kapitalis (liberal) dan sosialis, kemudian disusul oleh hadirnya sistem 
ekonomi Islam yang dijadikan sebagai salah satu alternatif. Dalam perjalanan sejarah, ideologi 
sistem sosialis yang ditawarkan Karl Marx ( 1818-1883 ) mengalami stagnansi dan tidak mampu 
menjawab perubahan zaman. Ideologi ekonomi yang dibawa dalam kehidupan, tidak mampu 
mengakomodir persoalan-persoalan mendasar dan kebutuhan manusia, dan akhirnya 
mengalami keruntuhan. Sistem sosialis  pertama kali diperkenalkan di Uni Soviet, dimana sistem 
ini mempunyai prinsip dasar untuk tidak mengakui adanya kepemilikan dan kebebasan individu 
dalam berekonomi, kehormatan dan hak-hak manusia dikorbankan demi menegakkan nilai-nilai 
sosialis. Dengan terpasungnya kebebasan dan hak-hak manusia dalam berekonomi, adalah 
langkah awal yang menggiring sistem tersebut mengalami kehancuran, karena seperti elemen 
itu merupakan sesuatu yang asasi dalam kehidupan manusia, dan kita tidak bisa mengekangnya.  
Sistem ekonomi kapitalis dibangun di atas nilai-nilai individualisme. Individualisme 
adalah sebuah idiologi yang berpandangan bahwa (Hazerligg, 1992):  
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1. Individu memiliki kedudukan tertinggi dalam sistem kemasyarakatan. Masyarakat 
hanyalah kumpulan dari individu-individu sehingga kalau individu-individu itu 
diambil, maka eksistensi masyarakat menjadi hilang. Oleh karena itu, masyarakat 
pada hakekatnya tidak memiliki kehendak dan tujuan. Kehendak dan tujuan adalah 
mutlak milik individu. Konsekuensinya, kepentingan masyarakat harus tunduk pada 
kepentingan individu. 
2. Individu adalah makhluk yang sudah memiliki kesempurnaan sejak kelahirannya, 
sehingga individu harus diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan eksistensi 
dirinya. Yang terbaik bagi individu adalah bukan menurut individu lain tetapi 
menurut dirinya sendiri. 
Atas dasar idiologi tersebut, sistem ekonomi kapitalis menempatkan individu sebagai 
aktor dan sekaligus penguasa tertinggi dalam perekonomian. Sebagai makhluk yang sudah 
memiliki kesempurnaan sejak lahir, maka individu harus diberi kebebasan yang luas untuk 
mengaktualisasikan dirinya. Pasar, sebagai tempat di mana individu akan mengaktualisasikan 
kepentingan ekonominya, harus memberikan peluang untuk merealisasikan kebebasan individu. 
Membatasi kebebasan individu berarti bertentangan dengan nilai dasar kehidupan. Oleh karena 
itu, sistim ekonomi kapitalis adalah sistem  yang tidak bisa dipisahkan dari sifat-sifat yang 
mengagungkan kepentingan pribadi, kebebasan, dan persaingan. 
Kongkritnya, dalam kehidupan ekonomi, nilai-nilai individualisme pada akhirnya 
terwujud menjadi prinsip persaingan bebas antar individu (meknisme pasar bebas). Dalam 
bidang politik, individualisme menjelma menjadi sistem domokrasi dengan prinsip satu orang 
satu suara. Dan dalam kehidupan sosial, individualisme menjadi sistem kehidupan yang egois 
dan individualistik. Di sinilah harmonisasi antara sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem 
sosial dalam masyarakat kapitalis. Meskipun ketiga sistem tersebut (ekonomi, politik, dan sosial) 
berbeda dalam bentuk dan tatakerjanya, semuanya memiliki nilai akar yang sama yaitu nilai 
individualisme. 
Prinsip-prinsip liberalisme ekonomi (kapitalis) telah diperkenalkan oleh Adam Smith 
sejak tahun 1776, didasarkan pada semangat self interest individual para pelaku ekonomi 
dengan mengubah cara pandang untuk mencapai kemakmuran. Ternhyata liberalisme tidak 
mendapat sambutan serius di negaranya, baru sekitar  200 tahun kemudian diterapkan di 
negaranya Inggeris.   Sementara pemerintah Indonesia telah dengan berani menerapkan sistem 
pasar bebas dan globalisasi  tahun 1967, sepuluh tahun lebih awal dari Inggris, tanpa terlebih 
dahulu melakukan penelitian secara seksama terhadap situasi dan kondisi masyarakat 
Indonesia.  Ini tercermin dari UU no 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.  
Dampak liberalisasi ekonomi pernah menggemparkan dunia, dengan peristiwa tahun 
1624 di Inggeris, ternyata tidak banyak berbeda seperti yang dialami Indonesia sekarang.  
Reformasi ekonomi dengan semangat liberalisasi, yang semula bertujuan untuk menghilangkan 
kekuatan  praktek monopoli dan Kolusi dari tangan pemerintah, justru mengalami kegagalan.  
Monopoli dan Kolusi masih tetap berlangsung bukan hanya oleh pemerintah, akan tetapi juga 
melibatkan pihak Parlemen yang sering terlibat dalam kebijakan eksekutif.  Hasilnya praktek KKN 
(kolusi) masih tetap meraja lela di bumi Indonesia. Dalam lingkup individualisme dan kempetisi 
yang didaulatkan tidak akan menghasilkan suatu kemapanan dalam jangka panjang.   
Sistem kapitalis ditinjau dari aspek hukum (azas)  lingkungan hidup yang bersumber dari 
hukum fisika dasar, maka liberalisme berkaitan erat, terutama dengan azas 1; 5; 6; 7 ; azas 9 dan 
azas 11 :  
10 
 
  Hukum termodinamika pertama sangat fundamental dalam fisika yang juga dikenal 
sebagai “Hukum konservasi energy”, Hukum ini menjadai azas pertama ilmu lingkungan yang 
mengatakan : Semua energy yang masuk sebuah organism hidup populasi atau ekosistem dapat 
dianggap sebagai energy yang tersimpan atau terlepaskan.  Energi dapat diubah dari satu 
bentuk ke bentuk lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan atau diciptakan.”  Jadi dalam 
kehidupan dapat dianggap sebagai pengubahan energy, termasuk pembangunan.   
Azas ke 6 :  “Individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan dari pada 
saingannya, cendrung berhasil mengalahkan saingannya itu “ Jadi manusia yang memiliki sifat 
keturunan tingkat adaptasinya terhadap faktor fisik atau biologi, dan kemudian timbul 
kenaikkan kepadatan populasi mendorong pada persaingan, maka manusia yang kurang/tidak 
memiliki kemampuan adaptasi akan kalah dalam berkompetisi.  Individu yang memiliki 
kemampuan adaptasi tinggi cendrung mampu merusak kepada yang lain bila tak memiliki 
kendali.  Selanjutnya akan terjadi proses populasi baru secara evolusi yang dikenal dengan 
suksesi.   
Azas 7 : “ Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam 
lingkungan yang mudah diramal”  Bila faktor lingkungan berubah sedemikian rupa yang 
mengakibatkan pengurangan jumlah individu spesies tertentu akan mengakibatkan lingkungan 
tidak stabil dan sulit diramalkan, karena putusnya rantai makanan yang mengngaangu system 
pemindahan energy dan mineral dalam ekosistem.  Oleh sebab itu makin stabil suatu keadaan 
lingkungan akan akan mememelihara keanekaragaman hayati, demikian sebaliknya 
keanekaragaman menciptakan kestabilan.  Anonimnya adalah semakin beranekaragam aktivitas 
ekonomi yang berkembang di suatu daerah/ Negara, maka akan semakin stabil (dewasa) dan 
mudah diramal daerah/Negara tersebut.  Dengan persaingan bebas sudah tentu daerah/Negara 
itu akan mudah mengeksploitasi sumberdaya yang tersedia di daerah yang kurang/tidak stabil.  
Hal ini sesuai dengan azas 11. Yang menegaskan bahwa “Sistem yang sudah mantap (dewasa) 
mengeksploitasi system yang belum mantap (belum dewasa).  Azas 5 mengatakan bahwa 
pengadaan yang meningkat dari pada sumber daya alam (seperti keanekaragaman) mungkin 
dapat merangsang lebih banyak penggunaan sumber alam tersebut.  Azas 9 mengatakan “ 
keanekaragaman yang meningkat dalam suatu ekosistem berarti meningkat pula efisiensi 
penggunaan energy”.  Suatu cara untuk meningkatkan kecermatan penggunaan energy adalah 
dengan mengeksploitasi system lain yang menghabiskan energinya untuk mengumpulkan 
energy dan materi yang dibutuhkan.  
Dalam konteks liberalisme sudah tentu sangat sulit akan tercipta mutu lingkungan yang 
baik dan terciptanya iklim ekonomi yang kondusif.  Pertanyannya sekarang adalah”  ” Apakah  
nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia dan Malaysia bisa dijadikan sebagai landasan 
pokok bagi bangunan sistem ekonomi, politik, dan sosial sehingga tata kehidupan kedua negara   
menjadi harmonis dan dinamis...?).  
Hakekat pembangunan suatu Negara tidak mesti mengalami perbedaan yang prinsip, 
karena pembangunan sesungguhnya adalah membangun manusia  yang seutuhnya.  Ini berarti 
membangunan manusia yang memiliki cirri-ciri :  pertama : keselarasan hubungan manusia 
dengan pencipta (Khaliq), kedua : keselarasan hubungan individu dengan kelompok individu 
(masyarakat); ketiga :keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alam.   
Keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara diri manusia denga penciptanya, 
masyarakat dan lingkungan alam adalah ciri utama tujuan pembangunan manusia seutuhnya.  
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Lingkungan hidup memuat hubungan saling membutuhkan antar sektor, antara daerah satu 
dengan daerah lain, antara Negara satu dengan Negara lain, antara generasi kini dengan 
generasi yang akan datang.  Untuk itu dibutuhkan kerjasama dengan komitmen dan solidaritas 
tinggi antara sector satu dengan sector lain termasuk antara Indonesia dan Malaysia.   
Seandainya sumber ekonomi yang tersedia untuk manusia tidak terbatas maka setiap 
orang boleh memperoleh apa saja yang mereka inginkan, bahkan tidak akan ada lagi 
pembicaraan tentang pertumbuhan, peruntukkan, dan penagihan. Sebenarnya sumber-sumber 
ekonomi di muka bumi ini tidak terbatas, tetapi ketika jatuh kepada pengelolaan orang yang 
salah pasti akan selalu ada kekurangan. Kekurangan ini dilihat dari sudut pengembangan wajib 
dan sumber ekonomi yang perlu dibangun. Untuk menanggulangi semua permasalahan ekonomi 
sepeti yang dalam konteks pengelolaan pemerintah, maka pertama perlu ada keseimbangan 
antara permintaan dan penawaran dari sumber ekonomi yang ada guna mengurangi ketidak 
seimbangan dalam makroekonomi. Kedua, keseimbangan dan matlamat dalam masyarakat 
diperoleh dengan cara boleh direalisasikan.   
Matlamat system ekonomi ditentukan oleh pergerakan ekonomi dunia atau yang 
disebut dengan (world view). Dalam pandangan dunia ini didasari oleh persoalan-persoalan 
seperti bagaimana wujud alam ini, apa tujuan dari kehidupan manusia, konsep kepemilikan 
mutlak, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam ini. Sebagai 
contoh, seandainya ada pemikiran yang mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya, 
maka manusia tidak punya kewajiban dan tanggungjawab apa-apa untuk melakukan kebaikan 
atau keburukan di muka bumi ini. Dan seandainya pula mereka berfikir bahwa alam ini telah 
diciptakan oleh suatu kekuasaan yang dahsyat yang bersumber dari luar dan manusia tidak 
punya kuasa dan upaya untuk mengawali kehidupannya, maka manusiapun tidak punya 
tanggungjawab atas apa yang akan terjadi di alam semesta ini dan sekitarnya karena telah ada 
yang bertanggungjawab penuh terhadap alam semesta ini. Sebaliknya, seandainya mereka 
percaya bahwa alam ini telah diciptakan Allah SWT, maka manusia pasti akan punya 
tanggungjawab terhadap Allah semata, dan mereka akan menggunakan sumber-sumber alam ini 
serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya guna keperluannya di dunia ini.   
Untuk merealisasikan matlamat ini akan ditentukan oleh pandangan sistem ekonomi 
terhadap beberapa masalah, strategi yang digunakan harus mencapai matlamat yang diinginkan 
meskipun dapat berlainan satu sama lain. Sistem ini hanya akan bergantung kepada sistem 
ekonomi itu sendiri, dan matlamat serta strategi sistem ekonomi haruslah diambil dari satu 
pandangan saja, yaitu sistem ekonomi terhadap beberapa masalah (world view). Seandainya 
semua perhatian diberikan terhadap (world view) pun, hal ini akan menimbulkan berbagai 
macam konflik terhadap pembangunan ekonomi di dalam Negara. Karena sistem itu sendiri 
sangatlah penting dan bersinergi terhadap system perekonomian dan terhadap beberapa 
permasalahan ekonomi. 
Pandangan system ekonomi Islam terhadap beberapa masalah berasaskan kepada tiga 
konsep utama yaitu tauhid, khilafah, dan keadilan. Konsep tauhid adalah asas falsafah yang 
sangat penting. Tauhid membawa maksud bahwa alam ini diciptakan oleh Allah Yang Maha Esa 
dan semua yang telah diciptakan-Nya memilih faedah dan manfaatnya masing-masing. Allah 
memberikan karunia kepada manusia berupa kebebasan untuk berkehendak yang masih dalam 
lingkup aturan syar’i, kerasionalan dan kesadaran moral harus digabungkan bersama 
kepercayaan kepada Allah SWT.  Manusia adalah khilafah Allah di muka bumi ini. Allah Maha 
Mengetahui dengan utusan-Nya yang boleh menyampaikan risalah-Nya yaitu Nabi Muhammad 
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SAW Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya seperti Musa, Ibrahim, Isa, dan yang lainnya diutus 
sebagai pembimbing manusia ke jalan yang benar.  Khilafah pada dasarnya berdiri tegak dengan 
asas perpaduan dan persatuan serta persaudaraan sesama insan. Persaudaraan yang dimaksud 
di sini harus disertai dengan keadilan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an. Sesungguhnya 
keadilan adalah objektif utama yang harus ditagakkan oleh para Rasul ke muka bumi ini. Al-
Qur’an telah meletakkan bahwa keadilan adalah “ketaatan kepada agama”. Hal ini bermaksud 
bahwa ketaatan dan pembangunan moral ini adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri 
antara hamba dengan penciptanya yaitu Allah SWT dengan mematuhi segala perintah yang 
terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah.  
Dalam konteks memupuk persaudaraan dan keadilan antar dua Negara (Indonesia – 
Malaysia), maka dua komponen ini (Persaudaraan dan keadilan) penting memperoleh al-falah, 
yaitu prinsip utama matlamat dalam Islam. Al-falah termasuk kepuasan fizkal karena 
ketenangan jiwa dan ketentraman dapat dicapai dengan keseimbangsan dari sudut keperluan 
material dan spiritual. Pengeluaran yang maksimum dan berlebihan bukanlah melambangkan 
matlamat yang benar di dalam masyarakat Muslim, bila tidak disertai dengan usaha yang 
sungguh-sungguh yaitu penerapan nilai dengan berlandaskan Islam. Jadi, salah satu jenis 
pembangunan yang dapat dijelaskan adalah maqhosid Al-Syar’i.  
Kepuasan yang dimaksud dalam kerohanian yaitu menuntut kepada pembangunan 
moral, di mana kepuasan materil menuntut kepada pembangunan semua manusia dan sumber 
material yang mencukupi, keadilan dan kesamarataan dalam kekayaan dan pendapatan. Maka 
sebaiknya bagi seorang muslim yang baik mental dan fizkalnya harus mencari rizki yang halal 
untuk menopang semua kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dalam masyarakat Islam, 
kewajiban bersama dapat dipastikan sama dengan wujudnya, kesesuaian latihan dan 
penyediaan pekerjaan yang optimum. Prinsip syariah mengajarkan kepada manusia supaya tidak 
melakukan kerusakan di muka bumi, karena dapat merusak alam sekitar dan memberikan 
dampak yang negatif di masa sekarang dan generasi mendatang. Jadi keadilan dalam 
pembangunan perlu diseimbangkan untuk merealisasikan segala perintah sebagai seorang 
khalifah.   
Strategi yang tepat dalam mengoptimalkan keadilan meliputi tiga elemen penting : 
(1) Mekanisme penyaringan setiap individu untuk menentukan suatu pilihan yang tepat. (2) 
Mekanisme motivasi, yaitu menggalakkan individu untuk menyesuaikan diri dengan perintah 
yang terkandung dalam mekanisme penyaringan, (3). Penstrukturan sosio-ekonomi untuk 
memastikan sumber yang kurang dapat dirasakan oleh semua orang.   
Ketiga elemen di atas perlu disertai dengan suntikan moral dalam sistem ekonomi. 
Memerlukan Strategi yang Baru.  Pembangunan ekonomi Islam tidak harus mengdeskriminasi 
segala teladan baik atas sistem yang dianut oleh setiap Negara di muka bumi ini, tetapi kiranya 
dapat diasimilasikan dengan apa yang terdapat dalam Islam selagi ia tidak keluar dari jalur-jalur 
syariat Islam seseuai apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, semuanya itu 
perlu kembalikan lagi kepada Maqhosid Al-Syar’i.  Firman Allah menegaskan : "Janganlah kamu 
membuat kerusakan di muka bumi “. mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang 
yang Mengadakan perbaikan."  “Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang 
membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar”.  Apa yang dikatakan sebagai pembangunan 
(islah) itu sebenarnya adalah kerusakan (fasad) dan golongan yang mengatakan sebagai 
pembangun itu (muslihun) sebenarnya adalah perusakan (mufsidun) tetapi mereka tidak 
menginsyafi lantas tidak mengakuinya. Pembangunan itu adalah hanya pembangunan fisik yang 
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materialistis yang bebas dari ikatan nilai-nilai duniawi dan samawi, tegasnya pembangunan 
permisif dan anarkis (ibahiy dan faudhawiy) yang tidak mengenal batas halal dan haram atau 
nilai ma’ruf apa saja asal memberikan laba. Hal itu adalah penolakan terhadap nilai-nilai 
ketutahanan.  Pembangunan yang berorientasi permisif dan anarkis bukan hanya telah 
menghancurkan ciri-ciri kemanusiaan, tetapi sudah merambah pada ke hancuran alam semesta. 
Islam sejak saat-saat awal kelahirannya sudah mengajukan dasar pembangunannya 
sebagaimana yang telah dibuktikan sendiri secara lisannu-hal oleh Rasulullah s.a.w. Rasul telah 
diutus untuk menangani permasalahan dunia yang umumnya sedang gawat dengan pelbagai 
kerusakan dan kebejatan yang global dan merata. Rasanya ayat berikut cukup untuk 
menggambarkan kegawatan tersebut.  Oleh sebab itu dalam konteks pembangunan Negara 
dibutuhkan : 
□ Mengoptimalkan pemikiran kearah kemajuan : “   Aqliyah manusia dibangunkan 
dengan membebaskan dari belengggu tahyul, khurafat dan fahaman sesat dan 
mengarahkan untuk mengamati, memerhati dan meneliti semesta raya dengan 
segala fenomena dan panoramanya secara rasional dan saintifik. Sesudah itu digugah 
dengan kejutan afala ta’qilun? Afala tatafakkarun? – tidakkah kamu fikirkan? Ini 
adalah lonjakan pertama ke arah kemajuan dan pemikiran selanjutnya. Kesemuanya 
ini harus dengan keinsafan manusia bahawa akal adalah anugerah istimewa yang 
mencirikan kemanusiannya dan sekaligus amanah tuhan yang harus dipelihara 
kewarasannya.   
□ Pembangunan Jasmaniyah dilakukan dengan melayani hak-hak dan keperluan asasi 
manusiaseperti :  makan minum dan perlindungan yang secukup dan sebaiknya. 
Pembinaan tubuh diberinya nilai keimanan yang sewajarnya (mu’min yang gagah 
lebih baik daripada mu’min yang lemah – maksud Al Hadits). Kesehatan tubuh 
merupakan satu amanah Allah kepada manusia. Yakni harus senantiasa dipelihara 
dari segala bahaya dan salahguna. Kesehatan tubuh adalah penting untuk 
memungkinkan manusia memenuhi fungsi hidupnya- mengabdi kepada Khaliq 
berbakti kepada makhluk.  
□  Pembangunan insan dilakukan bukan hanya terbatas pada tahap individu tetapi 
mencakup juga pembangunan insan pada tahap kolektif. Dengan ungkapan lain, 
pembangunan insan fardiah dan jamaiyyah. Diaturnya kehidupan berkeluarga 
dengan segala hukum hakamnya sehingga kehormatan keluarga terjamin dan 
terkawal. Seterusnya diatur pula kehidupan bermasyarakat dengan dasar-dasar 
persaudaraan dan keadilan, permuafakatan, dan ketaatan, termasuk masyarakat 
dunia. Dengan prinsip-prinsip ini terbangunlah masyarakat unggul dengan rakyat 
yang sahih dan imam yang adil.  
□  Pembangunan materi (kebendaan).   Pembangunan materi juga merupakan bagian 
dari pembangunan  insani. Manusia diwajibkan kasbu al halal – mencari dan 
menggali khazanah anugerah Allah secara wajar dan halal. Bumi dengan segala 
potensinya adalah amanah Allah yang dimandatkan kepada manusia yang 
dikhalifahkan untuk dibangunkan dan dimakmurkan. Oleh karena itu segala usaha 
pembangunan harus sentiasa diiringi oleh rasa tanggungjawab kekhalifahan , rasa 
tanggungjawab sebagai perlaksanaan perintah, hukum,nilai dan amanah 
ketuhanan seluruhnya. Manfaat materi harus merangkul kehidupan duniawi dapat 
pula dimanfaatkan dalam kehidupan ukhrawi yang abadi nanti.   Strategi 
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pembangunan tidak harus keluar dari hakikat bahwa kebahagiaan ukhrawi itulah 
yang utama sedang kesenangan duniawi adalah soal kedua – survival ukhrawi dengan 
tidak usah sampai melupakan kesejahteraan duniawi.  Tegasnya pembangunan 
dalam perspektif Islam mempunyai pengertian jangka panjang yang menjangkau ke 
alam ukhrawi.  Yaitu dilaksanakan dalam rangka merealisasikan cita-cita hasanatan 
fid dunya dan hasanatan fi ‘l akhirah.  Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri 
beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari 
langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa 
mereka disebabkan perbuatannya. 
□  Pembangunan sebagai cerminan rasa syukur : Pembangunan harus bersih dari segala 
kufr – tidak mensyukuri dan tidak menghargai atau menyalahgunakan nikmat Allah, 
karena tanpa syukur nikmat akan semakin besar dan pedih azab Allah. Dengan kata 
lain pembangunan yang disemangati oleh nilai syukur sajalah yang dapat survive – 
hidup terus dalam menempuh gelombang dan gelora sejarah.  Perlu dicermati gejala-
gejala kufr yang mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran dan nilai 
ketuhanan, karena tidak akan mampu bertahan lama.  
□  Pembangunan harus mendukung nilai ‘adl (keadilan) – memberikan hak kepada yang 
berhak sehingga pembangunan itu merupakan pembelaan terhadap mereka selama 
ini yang tidak dapat menikmati hak lantaran kelemahan mereka, bersih dari segala 
gejala zulm (kezaliman) - menafikan hak mereka yang sebenarnya memang berhak. 
Karena pembangunan tidak berarti sebagai proses penindasan dan proses perluasan 
jurang.  
Jelas kiranya bahwa pembangunan dalam perspektif Islam adalah pembangunan 
manusia seutuhnya mengedepankan segala dimensi dan potensi kemanusiaan dan pembagunan 
masyarakat seluruhnya- meratai setiap golongan dan lapisannya. Pembangunan adalah bersifat 
berbilang bidang (multi-dimensional) tetapi sekaligus sistem yang terpadu (integrated) 
pembangunan yang mencangkup dimensi-dimensi kerohanian dan kebendaan dengan 
hubungan yang terpadu (integral) dalam kepelbagaian dimensinya, perpaduan yang berasaskan 
Tauhid. Pembangunan adalah bersifat goal and value oriented – menuju ke arah petunjuk 
keberadaan Allah dan didasari oleh nilai-nilai murni ajaran samawi. Dasar dan orientasi 
demikianlah yang mungkin membawa tercapainya idealisme pembangunan negara makmur 
dengan limpah pengampunan Tuhan. 
Agama, khususnya Islam menjadi titik dasar pijak bangsa Melayu dimanapun mereka 
berada.  Sesungguhnya petunjuk arahan dan barometer yang paling tepat untuk mengukur 
kebenaran tindakan dan perbuatan manusia adalah kebenaran  syariah Islam.  Agama 
memberikan kepada manusia berkenaan dengan terpilihnya sebagai Khalifah di muka bumi (Q, 
S, 2:30) yang telah menerima amanat yang oleh makhluk lain tak mungkin disanggupi (Q, S, 33: 
72), yaitu tanggung jawab untuk membangun, memeliha dan memakmurkan bumi beserta 
segala isinya (Q.S., 11: 61).  Manusia diturunkan ke bumi dengan petunjuk-petunjuk, serta 
aturan-aturan dan norma-norma, yaitu agama.  Sedangkan bumi beserta isi-isinya diciptakan 
dan kepadanya dititahkan tata aturan dan hukum-hulkum tertentu, yaitu hukum alam, interaksi 
antara manusia denmgan isi bumi yang secara bertahap melahirkan ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  Dengan IPTEK manusia mengelola bumi dan isinya untuk memenuhi tugas dan 
kewajibannya dalam kehidupan di bumi. 
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Al Qur'an, dan Sunnah terkandung prinsip-prinsip yang mendasar dengan alasan-alasan 
yang sangat tepat, dan banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim 
berprilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, meski hanya sedikit tentang sistem 
ekonomi. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain: 
1. Kesatuan (unity) 
2. Keseimbangan (equilibrium) 
3. Kebebasan (free will) 
4. Tanggungjawab (responsibility) 
Manusia tidak mungkin bersifat individualistikkarena manusia sebagai wakil (khalifah) 
Tuhan di dunia. Semua dibumi dan langit milik Allah semata, dan manusia adalah 
kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, tentu ada aturan/norma 
yang dipatuhi, seperti: “Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa 
berarti "kelebihan", tapi menghalalkan jual beli”. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 
disebutkan bahwa Orang-orang yang makan (mengambil) riba  tidak dapat berdiri melainkan 
seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya 
jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba... 
Pemikiran ekonomi yang terkandung dalam Al Qur’an, bukanlah merupakan suatu 
konsep yang independen dan tidak berhubungan dengan prinsip bidang kehidupan yang lain, 
namun ia merupakan tuntunan hidup yang mendasar dalam aktivitas ekonomi dan bersifat 
saling terkait dengan pemikiran dimensi kehidupan yang lain. Sebuah subsistem yang saling 
terkait dengan subsistem lainnya dalam kehidupan, baik pemikiran dalam bidang politik, sosial, 
budaya, ataupun etika kehidupan.  
Tuntunan Islam yang tertuang dalam Al Qur’an merupakan way of life bagi kehidupan 
muslim, sebuah sistem kehidupan yang dapat diyakini sebagai ‘peta’ untuk menuju 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Sistem kehidupan Islam memiliki beberapa konsep 
dasar, prinsip, serta aturan yang bersifat global dan detil yang akan memberikan tuntunan bagi 
detil kehidupan mnusia. Aturan yang ada, bersumber dari Al qur’an sebagai sumber utama, 
serta hadist-hadist Nabi.  
Islam bukanlah konsep kehidupan yang bersifat statis, stagnan dan tidak berarti harus 
mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, namun prinsip kehidupan yang terdapat dalam 
Islam merupakan sebuah tatanan yang bersifat dinamis dan mampu bergerak  dinamis dan 
mengendalikan kehidupan. Perubahan dalam dimensi kehidupan manusia, baik dalam bidang 
politik, ekonomi, sosial ataupun budaya, menuntut Islam untuk menghadirkan aturan dan 
rambu-rambu dasar dalam operasionalnya. Islam akan berinteraksi secara integratif dengan 
perubahan yang ada, dan selanjutnya akan mampu memberikan alternatif hukum dan aturan 
dasar yang harus diperhatikan oleh manusia. Hukum dan aturan Islam elastis terhadap 
pembaharuan dan perubahan, ia akan bergerak secara linear dengan perkembangan dan 
dinamika kehidupan manusia, terdapat ‘korelasi positif’ antara aturan Islam dengan beragamnya 
perubahan dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Elastisitas aturan Islam dituntut untuk 
hadir dalam kehidupan, seiring dengan munculnya peradaban baru yang hidup berdampingan 
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dengan komunitas muslim. Peradaban tersebut membawa perubahan-perubahan yang cukup 
signifikan dalam setiap dimensi kehidupan, hadirnya fenomena ini memaksa aturan Islam untuk 
memberikan pernyataan sikap tegas dan jelas terhadap perubahan. Asimilasi budaya setempat 
dengan budaya baru, sebagai buah dari ‘perselingkuhan budaya’ tersebut, menuntut adanya 
sikap yang tegas dari Islam, baik yang berupa hukum atau aturan dasar, maupun batasan-
batasan yang harus diperhatikan.  
Dalam bidang ekonomi, aktivitas ekonomi terinfiltrasi dengan nilai-nilai kapitalis 
ataupun sosialis, sehingga menuntut Islam untuk menghadirkan sistem ekonomi alternatif yang 
dapat dijadikan sebagai pilihan. Untuk mengimplementasikan prinsip dasar ekonomi dalam Al 
Qur’an, bisa jadi berbeda antara satu negara dengan negara lain, terutama karena perbedaan 
konteks ataupun situasi masyarakat yang melatarbelakanginya. Dalam kehidupan ekonomi 
masyarakat muslim, yang paling penting adalah perlu dirumuskannya kaidah, konsep dasar, 
serta tujuan-tujuan yang harus dicapai sesuai dengan tuntutan Alqur’an dan Hadist, tentunya 
hal itu bersumber dari hukum-hukum Islam yang bersifat kekal dan abadi. Untuk itu, diperlukan 
sebuah upaya dari intelektual muslim guna merekonstruksi persoalan dimaksud, dengan 
melakukan penelitian, kajian dan analisa teks-teks ekonomi yang terdapat dalam al Qur’an dan 
Hadist Nabi. Nilai-nilai yang mampu dikaji dari kedua sumber tersebut, diharapkan bisa 
bersenyawa dengan realitas yang ada, sehingga akan melahirkan peradaban baru dalam 
kehidupan manusia yang syarat dengan norma dan etika. 
Al Qur’an mungkin hanya akan menyediakan aturan global tanpa disebutkan secara 
terperinci.  Untuk itu kita menggunakan hadist sebagai penjelas atau pemerinci aturan yang ada 
dalam Al Qur’an. Namun, jika aturan tersebut belum mendapatkan kejelasan, kita bisa 
menggunakan instrumen ijma’, qiyas, istihsan, masalih mursalah, dan ‘urf untuk 
menyelesaikan persoalan yang ada. Selain itu, kita bisa menggunakan kaidah al ma’ruf ‘urfan ka 
al masyruthi syarthan (sesuatu yang telah menjadi kebiasaan bisa dijadikan/ dianggap sebagai 
syarat), al dhalurat tubihu al mahdzurat (kondisi darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang 
dilarang), maa la yudraku kulluh laa yutraku kulluh (apa yang tidak bisa kita capai secara 
sempurna, jangan ditinggalkan semuanya) ataupun kaidah apa yang dianggap baik oleh kaum 
muslim, maka hal itu juga baik di hadapan Allah, dan masih banyak kaidah lainnya. 
Menurut pandangan penulis, nilai-nilai dasar yang serasi bagi perbaikan mutu 
lingkungan dalam upaya menjaga iklim perekonomian Malaysia dan Indonesia, harus dimulai 




Sesuai dengan penjelasan Pasal 33 UUD 1945, sistem ekonomi Indonesia adalah 
demokrasi ekonomi. Namun, demokrasi ekonomi Indonesia harus dibedakan dengan demokrasi 
ekonomi di negara barat. Di negara kapitalis, demokrasi (ekonomi dan politik) didasarkan pada 
nilai-nilai individualisme, sehingga ada keserasian antara sistem ekonomi dan sistem politik (dan 
juga dengan sistem sosial kemasyarakatan). Sistem ekonominya adalah persaingan bebas, 
sistem politiknya adalah demokrasi dengan prinsip satu orang satu suara, dan sistem sosialnya 
adalah masyarakat yang individunya memiliki sifat egois dan individualistik. 
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Sistem ekonomi Indonesia harus dirumuskan dalam batasan yang bersesuaian dengan 
sistem politik dan sistem sosial Indonesia. Dengan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945, 
harmonisasi akan berjalan hanya apabila sistem ekonominya berazaskan kekeluargaan, sistem 
politiknya berdasarkan musyawarah/mufakat, dan sistem sosialnya dibangun di atas sifat gotong 
royong. Kekeluargaan, musyawarah-mufakat, dan gotongroyong adalah tiga landasan untuk 
bidang yang berbeda tetapi ketiganya memiliki nafas yang sama, yaitu semangat kebersamaan.   
Hakekat pembangunan suatu Negara tidak mesti mengalami perbedaan yang prinsip, 
karena pembangunan sesungguhnya adalah membangun manusia  yang seutuhnya.  Ini berarti 
membangunan manusia yang memiliki cirri-ciri :  pertama : keselarasan hubungan manusia 
dengan pencipta (Khaliq), kedua : keselarasan hubungan individu dengan kelompok individu 
(masyarakat); ketiga :keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan alam.  Fokus utama 
kebijakan pembanguna lebih kepada mendobrak keterbelakangan ekonomi dan meletakkan 
landasan bagi pengentasan kemiskinan.  Pengentasan keterbelakangan dan kemiskinan 
memerlukan pembangunan.  Pembangunan memerlukan sumber daya.  Penggunaan sumber 
daya secara berlebihan akan memberikan dampak merusakan lingkungan. 
Kunci dari persoalan kelngsungan hubungan ekonomi yang berkualitas dan 
berkelanjutan adalah keseimbangan lingkungan dan keharmonisan yang bermuara pada 
manusianya.  Secara normative bahwa manusia ideal yang mempunyai kepentingan untuk 
memelihara keserasian dan keharmonisan hubungan sesama adalah manusia rasional yang 
berakhlak luhur. Manusia tidak hanya membutuhkan penalaran semata, tetapi juga perluasan 
bathin dan rohaniahnya.   
Nilai-nilai dasar yang serasi bagi perbaikan mutu lingkungan dalam upaya menjaga iklim 
perekonomian Malaysia dan Indonesia, harus dimulai dengan menerapkan Sistem Ekonomi 
Islam, karena kedua negara ini memiliki penduduk yang mayoritas Islam.  Agama, khususnya 
Islam menjadi titik dasar pijak bangsa Melayu dimanapun mereka berada.  Sesungguhnya 
petunjuk arahan dan barometer yang paling tepat untuk mengukur kebenaran tindakan dan 
perbuatan manusia adalah kebenaran  syariah Islam.  Agama memberikan kepada manusia 
berkenaan dengan terpilihnya sebagai Khalifah di muka bumi (Q, S, 2:30) yang telah menerima 
amanat yang oleh makhluk lain tak mungkin disanggupi (Q, S, 33: 72), yaitu tanggung jawab 
untuk membangun, memeliha dan memakmurkan bumi beserta segala isinya (Q.S., 11: 61).  
Manusia diturunkan ke bumi dengan petunjuk-petunjuk, serta aturan-aturan dan norma-norma, 
yaitu agama.  Sedangkan bumi beserta isi-isinya diciptakan dan kepadanya dititahkan tata 
aturan dan hukum-hulkum tertentu, yaitu hukum alam, interaksi antara manusia dengan isi 
bumi yang secara bertahap melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Dengan IPTEK manusia 
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